Ahf&f

HUKUM
PLD/A

H. Suyanto, S.H., M.H., MKn.

‘

Teoritcori Tentang Hukum Pidana dan Roang Lingkupaya | Asas-asas dalam Hukum Pidana |
Lingkungan Kuasa Berlakunys Hukum Pidana | Percobaan dan Penyertaan | Tindak Pidana dan
Pertanggung Jawaban Pidana | Pidana dan Permasalahannya | Tindak Pidana Korupsi dan
Pertanggungiawaban Pidona Korporas: dalam Perspekuf Penogakan Hukum | Alssan Penghapus
Pidana | Gugurnya Hak Menuntut dan Gugumya Hukuman | Kausalitas dalam Hokum Pidana
Pemafsaran dalam Hukum Pudana | Perkembangan Keilmuan Hukum Pidana | Penafsiran
Undang-undang Hukum | Landassn Filsafat Keadilan dalam Pemsdanaan | Alasan.alasan
Menghilangkan Sifat Tindak Pidana (sorof~uitsiniting-gronden) | Perkembangan Pemikiran
Hukum Pidana | Kebijjakan Knminalisasi dalam Peruturan Perundang-undangan dan Teknis
Pembuatan Peraturan Perundang-undangan | Kebegjakan Knminalisas: dalam Peraturan Daerah |
RUL KUHP (versi Tahun 2015)



PENGANTAR HUKUM PIDANA

Suyanto

Desam Cover : Hedambang Rabhmadham
Tata Letak Ist - Pum Kusasma Anygraanm
Sumber Gambar : heeps:// www. freepik.com
Cetakan Pertama: Juh 2018

1lak Cipta 2018, Pada Penule

I« diluar tanggung jawab percetakan

Copynght © 2018 by Decpublish Publisher
All Rapht Reserved

Hak cipta dilindungt undang-undang
Mlarang keras menerjemahkan, memforokops, atau
mermperbanyak sebagian atau selurub 14 buku i
tanpa 120 tertuhs dan Penerba

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota TKAPE (076/DIY/2042)

J Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, sardonohano, Ngaglik, Sleman
N Kalisrang Km9.3 — Yogyakarta 35581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepablish.co.d
www peocrbitdecpublesh com
E-maul esfidecpablish coxd

7

" Katalog Dalam Terbitan (KDT)

SUYANTO
Pengantar Hukum Pidana/oleh Suyanto —Fd 1, Cer? |
Yogyakarm: Deepublish, Jub 2018,

xin, 224 him Uki15.5x23 em

ISBN 978-602-475-453-2

1 Hokom Midana 1 Judul
NS




RATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak terhingga penerbit
paikan kehadirat Allah SWT, dengan terbitnya buku Pengantar Hukum
. karya H. Suyanto, S.H., M.H., MKn..
Dalam kajian yang komprehensif ini, H. Suyanto, S.H., M.H., MKn.,
aparkan penjelasan yang mendalam mengenai teori-teori tentang
pidana dan ruang lingkupnya, asas-asas dalam hukum pidana,
kuasa berlakunya hukum pidana, percobaan dan penyertaan,
pidana dan pertanggungjawaban pidana, pidana dan
ahannya, tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana
si dalam perspektif penegakan hukum, alasan penghapus pidana,
hak menuntut dan gugurnya hukuman, kausalitas, penafsiran,
bangan keilmuan hukum pidana, penafsiran Undang-undang,
filsafat keadilan, alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana,

bangan pemikiran hukum pidana, kebijakan kriminalisasi dalam
'» perundang-undangan, kebijakan kriminalisasi dalam peraturan

sorta RUU KUHP (versi tahun 2015).

Akhirnya, selain syukur ke hadirat llahi, penerbit juga berharap
dapat mendorong masyarakat umum untuk selalu antusias dalam
wawasan dan ilmu pengetahuan,
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Perkembangan hukum pidana yang berdimens: matenal ndak mengalami
lompatan yang dramatis, hal imi dapat disadan mengingat fungsi hukum pidana
lebih banyak sebagai sarana kontrol daripada rekayasa sosial. Dalam substansi
buku Hukum Pidana i sudah mengandung sistematika perkembangan hukum
pidana potensial yang bersambung dengan hukum pidana masa kini dan masa
depan. Yang membahas tentang hukum pidana positif Indonesia. Kajian in
merupakan studi hukum normatif yang sangat mendasar untuk mengetahus hukum
positif yang berlaku, serta didukung oleh teori, konsep, dan pendapat pakar hukum

pidana yang teruj keilmuannya.

Dalam kupasan dari bab 1-19 dimungkinkan terbukanya pandangan baru yang
membicarakan asas legalitas dan asas nullum delictum nulla poena sine pravelia
legi poenale. Terhadap kedua asas tersebut terbuka kemungkinan adanya
kelemahan schingga perlu dikembangkan menjadi hukum modern. Atas dasar 1tu
hukum pidana harus ada pertimbangan dan perkembangan, baik cepat maupun

lambat.
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